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paradigm of performance-based budgeting (PBK), which opened a new era in
budget contributions to national progress. This study aims to identify obstacles
and weaknesses in the implementation of performance-based budgeting in
government agencies. The method used in this study is quantitative with a
scoping review approach. The data used comes from relevant regulations and
Jjournal articles. The results of this scoping review will be the basis for further
analysis. This study concludes that the implementation of performance-based
budgeting by government agencies still needs significant improvement. In
addition, government agencies must be able to adapt to existing challenges and
make improvements at the macro level, especially in terms of their institutional
arrangements. Although performance-based budgeting is considered better
than the previous approach, in order for its implementation to be more effective,
this system needs to be continuously refined along with changing conditions
and needs that continue to develop.

Keywords: Weaknesses, Accountability, Performance-Based Budgeting,
Public Sector.

Abstrak

Peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara fokus pada perubahan dalam pengelolaan
keuangan nasional yang mengutamakan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan paradigma penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang
membuka era baru dalam kontribusi anggaran terhadap kemajuan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi hambatan dan kelemahan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi
pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan scoping
review. Data yang digunakan berasal dari peraturan dan artikel jurnal yang relevan. Hasil dari scoping review
ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan
penganggaran berbasis kinerja oleh lembaga pemerintah masih perlu peningkatan yang signifikan. Selain
itu, lembaga pemerintah harus dapat beradaptasi dengan tantangan yang ada dan melakukan perbaikan di
tingkat makro, terutama dalam hal pengaturan kelembagaan mereka. Meskipun penganggaran berbasis
kinerja dianggap lebih baik dibandingkan pendekatan sebelumnya, agar implementasinya lebih efektif,
sistem ini perlu terus disempurnakan seiring dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang terus
berkembang.

Kata Kunci: Kelemahan, Akuntabilitas, Penganggaran Berbasis Kinerja, Sektor Publik.
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PENDAHULUAN
Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah yang disusun dengan prinsip-prinsip

tertentu untuk mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari usaha
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah telah melaksanakan reformasi dalam
pengelolaan belanja negara dengan menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi,
profesionalisme, dan audit eksternal. Reformasi ini terlihat dengan disahkannya berbagai undang-
undang keuangan negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Undang-undang ini menetapkan bahwa rencana kerja dan anggaran harus
disusun berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, sejalan dengan penerapan sistem
penganggaran berbasis kinerja (PBK) (UU RI, 2003).

Namun, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), PBK
baru sepenuhnya diterapkan pada tahun 2011. Ketika pertama kali diperkenalkan, PBK membawa
berbagai manfaat, termasuk peningkatan akuntabilitas belanja publik. Ini karena PBK
menghubungkan pengelolaan fiskal dan sumber daya lainnya dengan kinerja yang harus dicapai.
PBK juga menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian dan
pemantauan kinerja. Pengenalan PBK membawa harapan baru bagi penganggaran sektor publik,
karena penganggaran tradisional sebelumnya tidak mempertimbangkan indikator kinerja yang
diperlukan untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan kelemahan dalam
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada organisasi sektor publik. Meskipun sudah
ada beberapa penelitian yang membahas topik ini, jumlahnya masih terbatas. Biswan & Grafitanti
(2020) menyebutkan adanya masalah terkait pandangan yang salah bahwa anggaran harus selalu
meningkat setiap tahun, serta anggapan bahwa kegiatan pemerintah tidak bisa dilakukan tanpa
adanya anggaran yang besar. Di sisi lain, Dipayana dkk (2017) mengidentifikasi beberapa isu dalam
penganggaran berbasis Kinerja, seperti kesenjangan antara perencanaan dan dokumentasi anggaran,
pelaporan kinerja yang belum memadai, kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia, serta
sistem yang terintegrasi yang belum optimal.

Taufiqurrahman (2014) menyimpulkan bahwa pemerintah belum berhasil mengubah pola
pikir para pelaksana teknis, yang mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan reformasi
pengelolaan keuangan. Puspitasari (2013) menambahkan bahwa implementasi PBK di beberapa
kota masih perlu perbaikan yang signifikan, tidak hanya dari sisi administratif. Jaswin dkk (2019)
juga menemukan bahwa aparat daerah masih belum sepenuhnya memahami indikator kinerja SPM
dan PBK. Suryanto & Kurniati (2019) mencatat bahwa sistem anggaran lama memiliki kelemahan
yang mendorong instansi pemerintah untuk beralih ke PBK. Penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan mengenai hambatan dan kelemahan dalam penerapan penganggaran berbasis
Kinerja pada instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
masukan yang berguna bagi Kementerian Keuangan dalam mengkaji dan memantau pelaksanaan
penganggaran berbasis hasil di berbagai departemen dan lembaga.

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) adalah suatu sistem
perencanaan dan pengalokasian anggaran yang fokus pada hasil atau Kinerja yang ingin dicapai,
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bukan hanya pada input atau jumlah dana yang digunakan. Dalam sistem ini, anggaran disusun
berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga dana yang diberikan kepada setiap
program atau kegiatan dihitung berdasarkan seberapa efektif dan efisien program tersebut dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari penganggaran berbasis kinerja adalah
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah
atau organisasi. Selain itu, sistem ini juga mendorong pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian
hasil yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian kebijakan atau
anggaran di masa depan.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Keterkaitan antara Anggaran dan Kinerja. Penganggaran berbasis kinerja menekankan
pentingnya hubungan yang jelas antara pengalokasian dana dan pencapaian hasil atau kinerja.
Setiap anggaran yang dialokasikan harus didasarkan pada indikator kinerja yang dapat diukur,
sehingga dapat diketahui sejauh mana program atau kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuannya.

1. Transparansi

Anggaran berbasis kinerja memfasilitasi transparansi dalam penggunaan anggaran
dengan menghubungkan dana yang dialokasikan dengan hasil yang diinginkan. Ini
memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mengetahui bagaimana uang
publik digunakan dan hasil apa yang diperoleh.

2. Akuntabilitas

Dengan adanya sistem pengukuran Kinerja, instansi atau organisasi yang menerima
anggaran bertanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran berdasarkan pencapaian hasil yang telah ditentukan. Hal ini mendorong pengelola
anggaran untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan dana.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip ini mengutamakan penggunaan anggaran yang tepat guna, memastikan dana
digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang maksimal.
Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang
optimal, sedangkan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja melibatkan serangkaian instrumen yang saling terkait untuk
memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, dengan fokus pada
pencapaian hasil yang terukur. Salah satu instrumen utama adalah indikator kinerja (Key
Performance Indicators/KPIs), yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program atau
kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan berbatas waktu, serta menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan suatu program.
Selain itu, rencana kinerja menjadi acuan dalam perencanaan anggaran, yang memuat tujuan,
sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu. Selanjutnya,
anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen untuk mengalokasikan dana berdasarkan hasil yang
ingin dicapai, bukan hanya berdasarkan biaya yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari proses ini,
dilakukan pula evaluasi kinerja secara periodik untuk menilai pencapaian terhadap target yang
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ditetapkan, yang pada gilirannya memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan
anggaran di masa depan.

Laporan kinerja menyajikan hasil evaluasi tersebut kepada publik dan pemangku
kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mendukung pengumpulan dan
analisis data, sistem informasi manajemen kinerja memungkinkan pengelolaan kinerja secara real-
time, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Perjanjian kinerja antara pihak yang
mengelola anggaran dan pihak yang melaksanakan kegiatan juga menjadi instrumen penting untuk
memastikan komitmen bersama terhadap pencapaian hasil. Terakhir, pengendalian dan pemantauan
kinerja berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana
dan anggaran yang telah disusun. Melalui kombinasi instrumen-instrumen ini, penganggaran
berbasis kinerja dapat menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scoping review.
Pendekatan scoping review, menurut Arksey & Malley (2005), bertujuan untuk mengidentifikasi
dan mengumpulkan literatur yang luas dan komprehensif dari berbagai sumber, yang menggunakan
berbagai metodologi penelitian, dan relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian
ini, analisis dilakukan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta
membandingkannya dengan referensi lainnya yang relevan. Analisis ini didasarkan pada temuan
yang diperoleh dari berbagai tahap yang dilakukan selama proses scoping review.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sektor Publik

Implementasi penganggaran berbasis kinerja di sektor publik bertujuan untuk menciptakan
sistem anggaran yang lebih efisien, transparan, dan terfokus pada hasil yang dapat diukur.
Pendekatan ini mengharuskan pemerintah dan instansi publik untuk mengalokasikan anggaran
berdasarkan kinerja dan pencapaian tujuan tertentu, bukan hanya pada input atau pengeluaran.
Dalam prakteknya, setiap program atau kegiatan yang didanai harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan terukur untuk menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Misalnya, dalam sektor
pendidikan, alokasi anggaran dapat didasarkan pada indikator seperti tingkat kelulusan siswa atau
peningkatan kualitas pengajaran, bukan hanya jumlah sekolah yang dibangun atau fasilitas yang
disediakan.

Salah satu langkah pertama dalam implementasi ini adalah merumuskan rencana strategis
yang menghubungkan tujuan jangka panjang organisasi dengan alokasi anggaran yang realistis.
Dalam hal ini, instansi publik harus memastikan bahwa penganggaran tidak hanya mencakup biaya
rutin, tetapi juga memperhitungkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan panjang. Oleh
karena itu, perencanaan anggaran berbasis kinerja harus diawali dengan penetapan indikator yang
jelas, yang mencerminkan hasil yang diinginkan dan bukan sekadar aktivitas yang dilakukan.
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Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi menjadi elemen penting dalam penganggaran
berbasis kinerja. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk mengevaluasi
pencapaian setiap program dengan data yang akurat dan objektif. Misalnya, penggunaan teknologi
informasi dapat mempercepat pengumpulan dan analisis data kinerja, sehingga dapat segera
diketahui apakah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu,
transparansi dalam pelaporan hasil kinerja kepada publik sangat penting agar masyarakat dapat
menilai sejauh mana program-program yang didanai dengan anggaran negara memberikan manfaat
yang nyata.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan implementasi
penganggaran berbasis Kkinerja. Aparatur sipil negara (ASN) harus dilatih untuk memahami
pentingnya perencanaan berbasis hasil, cara mengukur kinerja, serta bagaimana menyusun
anggaran yang lebih fokus pada outcome. Hal ini melibatkan perubahan budaya kerja di kalangan
pegawai negeri yang lebih menekankan pada hasil daripada sekadar prosedur atau input.

Dengan mengintegrasikan penganggaran berbasis kinerja dalam sistem pengelolaan
anggaran publik, sektor publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Pada akhirnya, tujuan utama dari
penerapan sistem ini adalah menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan mampu
memberikan nilai lebih bagi masyarakat.

Kelemahan Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Kementerian/Lembaga

Biswan & Grafitanti (2020) mengidentifikasi beberapa masalah dalam penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Pertama, masih ada pandangan yang salah bahwa anggaran
harus terus meningkat setiap tahun, dan bahwa tanpa anggaran yang besar, suatu kegiatan tidak bisa
dilaksanakan. Padahal, dalam sistem PBK, ada prosedur untuk merevisi anggaran jika terjadi
kekurangan, sehingga instansi pemerintah tidak perlu khawatir jika anggaran tidak selalu
meningkat, apalagi dengan kondisi output dan outcome yang tidak berubah dari tahun sebelumnya.
Kedua, selama proses penyusunan anggaran, banyak instansi pemerintah yang berlomba-lomba
untuk mengajukan anggaran yang besar. Oleh karena itu, pemahaman tentang PBK, khususnya di
kalangan penyusun anggaran dan pimpinan instansi, perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang lebih baik
akan membantu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Dahana
& Ermwati, 2020).

Ketiga, saat ini, banyak orang masih menganggap output PBK hanya sebagai dokumen
administratif. Padahal, output seharusnya dipahami sebagai barang atau jasa yang dihasilkan dari
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Indikator output ini menjadi
penting dalam perencanaan anggaran karena dapat mempengaruhi kualitas belanja yang digunakan.
Keluaran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, yang pada akhirnya memberikan manfaat
yang positif. Meskipun PBK berpotensi meningkatkan efektivitas program dan mengurangi
duplikasi kegiatan di instansi pemerintah, salah satu tantangan utamanya adalah dalam
pengembangan ukuran kinerja (Marsus & Mas’udin, 2020). Selain itu, hambatan lain dalam
implementasi PBK adalah kurangnya pemahaman tentang sistem ini dan keterbatasan sumber daya
(Mohammadipour, 2014). Agar PBK dapat memberikan hasil yang optimal, penting bagi para
pelaku penganggaran untuk benar-benar memahami setiap aspek, mulai dari kegiatan, input, output,
hingga outcome yang ingin dicapai.
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Penyempurnaan dari Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dilakukan melalui beberapa
langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pertama,
penting untuk menetapkan indikator kinerja yang lebih jelas, terukur, dan relevan, agar tujuan yang
ingin dicapai dapat dipantau dengan lebih akurat. Selain itu, penguatan hubungan antara
perencanaan dan penganggaran juga perlu dilakukan, dengan memastikan anggaran yang
dialokasikan sejalan dengan prioritas dan tujuan jangka panjang organisasi. Dalam hal ini, sistem
pengawasan dan evaluasi yang lebih baik sangat diperlukan, agar pencapaian kinerja dapat dipantau
secara real-time dan diperbaiki jika diperlukan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga
menjadi hal penting, sebab pengelola anggaran harus memiliki pemahaman dan keterampilan yang
memadai untuk menjalankan penganggaran berbasis kinerja.

Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik juga harus dijaga dengan cara memastikan
bahwa anggaran dan hasil kinerja dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi
penggunaan anggaran secara lebih terbuka. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu
dioptimalkan, agar proses penganggaran dapat lebih efisien dan laporan kinerja dapat disampaikan
dengan lebih akurat. Selain itu, fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran sangat penting, terutama
untuk menanggapi perubahan situasi yang tidak terduga. Terakhir, keterlibatan pemangku
kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja perlu diperkuat, agar anggaran yang
dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di lapangan. Dengan
langkah-langkah ini, penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan dampak yang lebih
signifikan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang
optimal.

Kelemahan Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Lapangan dan Upaya
Perbaikan

Dalam penyusunan anggaran, DJKN telah menerapkan Arsitektur dan Informasi Kinerja
(ADIK). Hal ini sesuai dengan pernyataan lbu MA, bagian penganggaran Kantor Pusat DJKN, yang
menyatakan, “Penyusunan anggaran kita sudah menggunakan ADIK yang terefleksi pada struktur
dan informasi kinerja dalam penganggaran. ADIK tersebut didesain dengan menerima masukan
dari semua elemen baik dari Kantor Pusat (Direktorat Teknis) maupun instansi vertikal”. Dengan
demikian, terdapat keseragaman antar KPKNL maupun antar Kanwil di Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara. Studi Fitrianty dan Biswan (2018) menyatakan bahwa praktik sistem
penganggaran melalui ADIK yang merupakan strategi penyempurnaan dari penganggaran berbasis
Kinerja dapat mempertajam informasi mengenai keterkaitan antara fungsifungsi suatu organisasi
dengan organisasi di atasnya sehingga dapat dengan mudah ditelusuri dan dipahami keterkaitan
informasi-informasi seperti kondisi apa yang ingin dicapai, produk apa yang bisa memenuhi kondisi
tersebut, bagaimana cara menghasilkan produk, dan sumber daya apa yang dimiliki untuk
melakukan kegiatan tersebut.

Hal yang menarik dari studi penganggaran berbasis kinerja di KPKNL berdasarkan
penggalian data, wawancara dengan Ibu HT, Bapak NS, dan Ibu MA, dan penilikan kondisi riil,
ditemui beberapa kelemahan implementasi penganggaran berbasis kinerja baik langsung maupun
tidak langsung. Kekhawatiran tidak selaras antara perencanaan dan program juga disinggung pada
studi Hartanto, Busaini, Animah (2018). Hal ini bukan hal mengkhawatirkan jika ditangani dengan
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baik. Menurut hemat peneliti, kendala implementasi juga dijumpai pada banyak studi penganggaran
berbasis kinerja, mengingat terdapat perubahan paradigma penganggaran dari sistem tradisional ke
penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama adalah pola pikir bahwa anggaran dari tahun ke tahun
harus bertambah dan perilaku yang mendewakan anggaran: kalau tidak ada anggaran, tidak jadi
melaksanakan kegiatan tertentu.

Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, ada design untuk melakukan revisi anggaran.
Hal ini mengisyaratkan seharusnya instansi tidak perlu khawatir jika ada kekurangan anggaran. Juga
pada kondisi output dan outcome sama, anggaran dari tahun ke tahun tidak harus selalu bertambah.
Pada penyusunan anggaran, setiap instansi berlomba-lomba mengajukan anggaran yang besar,
meskipun kemudian ditelaah Kantor Pusat dan selalu terjadi pemotongan dari yang 51 diajukan.
Tak jarang untuk menghindari kerumitan dalam proses revisi (selain revisi Kuasa Pengguna
Anggaran dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Satker mengurungkan revisi jika
memang tidak terlalu urgen. Oleh karena itu, penting sekali mendorong pemahaman terkait
penganggaran berbasis Kinerja khususnya pada penyusun/PIC anggaran maupun Pimpinan Satker.
Proses sosialisasi akan memperkecil gap perencanaan anggaran dan eksekusinya (Dahana &
Ermawati, 2020). Hal ini karena pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja memudahkan Satker
dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan efektif dan efisien, bukannya membatasi
kegiatan. PIC penganggaran yang andal akan mengupayakan anggaran sekalipun dengan kegiatan
yang benar-benar baru. Tentunya output yang benarbenar masih baru tidak diajukan pada tahun
berjalan namun untuk perencanaan tahun selanjutnya. Selain itu selama ini, output masih dimaknai
sebagai dokumen administrasi.

Output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. Indikator output yang akan
dicapai dalam penganggaran berbasis kinerja dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran.
Dengan demikian, indikator output sebenarnya sangat berperan dalam menentukan kualitas belanja.
Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) yang baik, kemudian benefit yang baik
diharapkan dapat dicapai. Hal ini selaras dengan studi Marsus dan Mas’udin (2020) yang
menyimpulkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja memberikan dampak
efektivitas program K/L dan mengurangi duplikasi aktivitas K/L, meskipun salah satu problem
penganggaran berbasis Kinerja terberat adalah formulasi ukuran Kinerja. Berangkat dari kelemahan
implementasi penganggaran berbasis kinerja yang jamak dijumpai di instansi pemerintahan, penting
diadakan penajaman pemahaman atas pendefinisian output agar lebih mencerminkan kegiatan
bukan sekedar dipandang pada dokumen administrasi saja.

Studi Mohammadipour (2014) menyebutkan bahwa kendala implementasi penganggaran
berbasis kinerja dikaitkan dengan minimnya kesadaran atas sumber daya, minimnya familiarity
dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang otomatis keduanya menjadi penghalang sukses
penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja menuntut para pelaku
penganggaran untuk memahami betul setiap aktivitas, input, output, bahkan outcome yang akan
dicapai jika menginginkan hasil yang optimal. Studi Friyani dan Hernando (2019) menekankan
bahwa pelatihan, pemahaman, edukasi, dan tekanan luar memberikan efek positif atas implementasi
penganggaran berbasis kinerja dan penyerapan anggaran. Secara lebih luas, Dipayana, Triyuwono,
dan Andayani (2017) merinci permasalahan penganggaran berbasis kinerja yakni perbedaan

8935



JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara , * *

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

<
Vol : 1 No: 5, Oktober - November 2024 ‘ V

E-I1SSN : 3046-4560

dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaporan kinerja belum sepenuhnya mulus, sumber daya
manusia yang memerlukan penguatan, dan sistem terintegrasi masih belum optimal.

KESIMPULAN

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) telah menjadi inovasi penting dalam pelaksanaan
penganggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. Pendekatan ini membawa
banyak perubahan positif dengan sejumlah keunggulan yang lebih sesuai dengan tujuan
pembangunan. PBK dianggap lebih rasional dan terstruktur dibandingkan dengan sistem
penganggaran yang digunakan sebelumnya. Namun, meskipun telah diterapkan, masih banyak
perbaikan yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang
ada. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan di tingkat makro, khususnya
terkait dengan pengaturan institusional, agar penerapan PBK dapat memberikan dampak yang
signifikan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Meskipun beberapa peraturan mengenai
PBK sudah lebih baik dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, masih ada kebutuhan untuk
terus menyempurnakan sistem ini agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Saran

Penelitian ini hanya mengandalkan referensi dari artikel jurnal sebagai dasar untuk analisis,
sehingga ada kemungkinan adanya unsur subyektivitas dalam pembahasan. Untuk penelitian
berikutnya, disarankan untuk melibatkan wawancara dengan beberapa narasumber terkait agar
dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian
selanjutnya juga bisa menguji penganggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan berbagai
faktor menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian
Keuangan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang
dilakukan  oleh  Kementerian/Lembaga. = Kementerian/Lembaga  perlu  terus-menerus
menyempurnakan administrasi anggaran berbasis kinerja agar dapat menemukan formula yang
lebih tepat dan efektif dalam penyusunan anggaran. Penerapan PBK juga memerlukan peningkatan
kualitas sumber daya manusia agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih optimal.
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